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ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 mengatur secara tegas bahwa demi
kepastian hukum perkawinan harus dicatatkan dan dibuktikan melalui kepemilikan
Akta Nikah. Dokumen Akta Nikah ini menjadi syarat mutlak dalam pengurusan
administrasi kependudukan, termasuk penerbitan Kartu Keluarga. Namun, lahirnya
Kebijakan Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019
membawa paradigma baru yang memungkinkan penerbitan Kartu Keluarga bagi
pasangan perkawinan tidak tercatat dengan melampirkan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kebijakan ini memantik diskursus di kalangan
praktisi hukum, terutama Pegawai Pencatat Nikah yang berada pada pusaran dilema
antara menegakkan norma hukum perkawinan dan menerima regulasi administrasi
kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelisik bagaimana
pandangan pegawai KUA di Kabupaten Sleman dalam merespons kebijakan
tersebut, rujukan hukum yang digunakan, serta menganalisis pandangan mereka
kaitannya dengan konsep pemisahan hak warga negara dan hak anggota keluarga.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan
yuridis-empiris, yang didasarkan pada data wawancara mendalam dan dokumentasi.
Wawancara dilakukan dengan kepala KUA dan penghulu di enam wilayah sampel
di Kabupaten Sleman. Wawancara difokuskan kepada pandangan mereka terhadap
kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak dicatat,
argumen hukum dan pemahaman mereka terkait hak-hak hukum dalam keluarga
dan dalam konteks kewarganegaraan. Data tersebut dianalisis dengan merujuk pada
teori birokresi hukum, teori sinkronisasi hukum, dan tujuan hukum (Maslahah).
Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dua tipe pandangan muncul di
kalangan pegawai pencatat nikah. Pandangan pertama adalah pandangan yang tidak
sepakat, berargumen bahwa kebijakan tersebut berpotensi menormalisasi nikah siri
dan melemahkan prinsip kepastian hukum perkawinan. Kelompok ini merujuk pada
sumber-sumber teks hukum yang relevan dan menganggap bahwa dokumen
kependudukan harus sejalan dengan legalitas perkawinan. Pandangan kedua adalah
pandangan yang menerima, menilai bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah
affirmatif administrative yang mengandung nilai maslahah untuk melindungi hak
sipil warga negara, khususnya kepemilikan dokumen identitas dan untuk menjaga
keberlangsungan hak anak  (hifz al-nasl), tanpa bermaksud melegitimasi
perkawinan secara negara. Kelompok ini merujuk pada UUD 1945 dan prinsip
kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dalam aspek
administrasi. Kedua, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan
pandangan tersebut berakar pada perbedaan pemahaman konsep pemisahan hak.
Kelompok yang menerima memisahkan secara tegas antara hak administratif warga
negara dari hak keperdataan keluarga. Sedangkan kelompok yang menolak
memandang hak individu sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, bagi mereka penerbitan KK
bagi pasangan pernikahan tidak dicatat mengandung makna pemberian legalitas
perkawinan oleh negara dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan
pertentangan antara kewajiban pencatatan dengan penerbitan Kartu Keluarga.

Kata Kunci: Pegawai Pencatat Nikah, Perkawinan, Kartu Keluarga.



ABSTRACT

Marriage Law No. 1/1974 clearly stipulates that for legal certainty,
marriages must be registered and proven through a Marriage Certificate. This
Marriage Certificate document is an absolute requirement in population
administration, including the issuance of Family Cards. However, the Ministry of
Home Affairs' policy through Permendagri No. 109 of 2019 brought a new
paradigm that allows the issuance of Family Cards for unregistered married couples
by attaching a Letter of Absolute Responsibility (SPTJM). This policy has sparked
discourse among legal practitioners, especially Marriage Registrars who are caught
in the dilemma between upholding marriage law norms and accepting population
administration regulations. Therefore, this study aims to examine how KUA
officials in Sleman Regency respond to this policy, the legal references they use,
and analyze their views in relation to the concept of separating the rights of citizens
and the rights of family members.

This study is a descriptive-analytical study with a legal-empirical approach,
based on in-depth interview data and documentation. Interviews were conducted
with the heads of the Religious Affairs Office (KUA) and religious leaders in six
sample areas in Sleman Regency. The interviews focused on their views on the
policy of issuing Family Cards for unregistered married couples, their legal
arguments and understanding of legal rights within the family and in the context of
citizenship. The data were analyzed with reference to the theory of legal
bureaucracy, the theory of legal synchronization, and the objectives of law
(Maslahah).

This study shows that, first, two types of views emerged among marriage
registrars. The first view was one of disagreement, arguing that the policy had the
potential to normalize unregistered marriages and weaken the principle of legal
certainty in marriage. This group referred to relevant legal texts and considered that
civil registration documents must be in line with the legality of marriage. The
second view is one of acceptance, assessing that the policy is an affirmative
administrative measure that contains maslahah values to protect the civil rights of
citizens, particularly the ownership of identity documents and to protect the rights
of children (hifz al-nasl), without intending to legitimize marriage by the state. This
group refers to the 1945 Constitution and the principle that leaders' policies must
be oriented towards the welfare of the people in administrative matters. Second, this
study also concluded that these differences in opinion stem from different
understandings of the concept of separation of rights. The group that accepts this
view clearly separates the administrative rights of citizens from the civil rights of
families. Meanwhile, the group that rejects this view considers individual rights as
citizens and rights as family members to be an inseparable whole. For them, the
issuance of a family card for married couples does not imply that the state has
granted legal validity to the marriage, and this creates legal uncertainty and a
conflict between the obligation to register marriages and the issuance of family
cards.

Keywords: Marriage Registrar, Marriage, Family Card
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MOTTO

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”
-(Q.S. An-Najm [53]: 39)-

“Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku.”
-Umar bin Khattab-
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab

ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan

Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
‘ Alif Tidak Tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
< sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z H& h h (dengan titik
dibawah)
¢ Kha’ Kh Kdanh
2 Dal D De
3 Zal Z Z (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
J za’ Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
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o= Sad $ Es (dengan titik di
bawah)
o= Dad d De (dengan titik di
bawah)
b Ta t Te (dengan titik di
bawah)
L & z Zet (dengan titik di
bawah)
& ’Aln ¢ Koma terbalik ke atas
a Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
e Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Wawu W W
° Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
s Ya’ Y Ye
II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
A ditulis Sunnah




ie ditulis ‘ilah
III. 7a’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan 4
sl ditulis al-Ma’idah
ZEVS WY ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/l” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan 4

calilall 45 s ditulis Mugaranah al-
Mazahib
IV. Vokal Pendek
1 : fathah ditulis a
2 - kasrah ditulis 1
3 : dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | fathah + alif a Llala Jjahiliyyah
2 fathah + alif a e yas'a




layyinah/ya’

mati
3 | Kasrah + ya’ mati r mS karim
4 | dammah + wau i Uas A Sfuriid
mati
VI. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ai STY bainakum
fathah + wau mati au Js qaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al a’antum
e u’iddat
S oAl la’in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah

ol al-Qur’an

bl al-Qiyas

3

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf'I (el)-nya.
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IX.

X.

XI.

¢laudl as-sama’

i) asy-syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ol s zawl al-furiid

A8l Jal ahl as-sunnah

Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini
huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka
yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

6\}15\ a3 J j}\ 6-\5\ HLas; s Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, contoh hadis, lafaz, zakat dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Sholeh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

a3 A3 4 g
diiay all 1o 5 Gt 3al s el il o aSUp $3Ual s Gl G 4y dasd
alus Jia aglll 03k (o8 ¥ Al 5y 3081388 & dgedls A0 ) AN Y & dgedl imad]
Gl 35 1) Gkl g sy 4 e 3 11 o
Segala puji bagi Allah fa 'ala yang telah melimpahkan nikmat rahman, karunia dan
anugerah-Nya kepada kita sebagai insan ciptaan-Nya di dunia, semoga termasuk
golongan yang memperoleh rahim-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya, penulis
dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Dinamika Pemahaman Pegawai
Pencatat Nikah Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan
Perkawinan Tidak Tercatat: Kajian di KUA Kabupaten Sleman”. Shalawat dan
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secara moril maupun materil. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan
yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan,
motivasi, dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas
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membangun karakter akademisi yang kritis.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup
manusia, bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai ikatan yang
bernilai sakral. Urgensi inilah yang mendorong setiap ajaran agama untuk
menetapkan tata aturan khusus dalam pelaksanaannya.! Dalam konteks hukum
positif Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan
batasan yuridis bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki
dan perempuan. Ikatan ini bertujuan membina rumah tangga yang langgeng dan
bahagia, dengan landasan utama pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.?
Selaras dengan definisi tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI)
mengonstruksikan pernikahan sebagai mitsagan ghalizan (perjanjian yang kuat).
Dalam perspektif ini, pernikahan bukan sekadar akad biasa, melainkan
manifestasi ketaatan terhadap titah Allah yang bernilai ibadah.’

Dalam sistem hukum Indonesia, keabsahan perkawinan tidak semata-mata
bersandar pada pemenuhan rukun agama, melainkan juga menuntut adanya
formalitas pencatatan oleh negara. Mandat ini termaktub secara eksplisit dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mewajibkan agar

! Adang Djumhur Salikin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan
Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta:
Kementrian Agama RI, 2020), hlm 150.

3 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11.



setiap peristiwa perkawinan diregistrasikan sesuai koridor regulasi yang
berlaku.* Prinsip tersebut diperkuat oleh Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam (KHI), yang menegaskan bahwa ketiadaan pengawasan resmi dari
Pegawai Pencatat Nikah menyebabkan suatu perkawinan dianggap tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat. ° Dengan demikian, urgensi
administrasi ini terletak pada fungsinya sebagai jaminan kepastian hukum,
sekaligus instrumen proteksi hak keperdataan bagi seluruh anggota keluarga
demi mendapatkan pengakuan negara.

Namun, realitas sosial menunjukkan maraknya praktik perkawinan belum
tercatat yang berada dalam zona abu-abu legalitas. Fenomena ini menciptakan
problem hukum yang kompleks, terutama terkait ketidakpastian status hukum
istri dan anak, kesulitan dalam pembagian waris, pengakuan hak natkah, hak
perwalian anak, ¢ dan hambatan dalam mengakses pelayanan administrasi
kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, akta kelahiran, maupun jaminan
sosial.” Dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, prinsip legalitas
menjadi dasar utama pemberian hak-hak administratif warga negara.
Sebelumnya, individu yang menikah secara tidak tercatat kerap mengalami

kesulitan dalam mengakses hak-hak administrasi negara karena ketiadaan bukti

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
5> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2).

® Arneta Rahmadana, A. Sari Damayanti, dan M. Asyharuddin, “Tinjauan Yuridis Positif
Indonesia Terhadap Kedudukan Hukum Status Anak Dalam Pernikahan Siri,” 4/-Zayn: Jurnal Ilmu
Sosial & Hukum 3, no. 6 (2025), hlm. 8982.

7 Laila Nadia dan Sumriyah, “Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat terhadap Legalitas
Anak di Dsn Tanjung Desa Taman Jrengik Sampang,” Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan
Pidana 1, no. 4 (2024), hlm. 109-113.



sah berupa akta nikah. Artinya, perlindungan negara tidak serta-merta dapat
dinikmati tanpa adanya legalitas formal atas pernikahan yang dilaksanakan.
Situasi inilah yang kemudian disadari oleh pemerintah sebagai persoalan serius
yang membutuhkan intervensi kebijakan secara komprehensif.?

Menyadari pentingnya memberikan perlindungan hak-hak sipil warga
negara meskipun berada dalam kondisi pernikahan yang tidak tercatat,
pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan yang mencoba
menyeimbangkan perlindungan administratif dan perlindungan keluarga.
Negara tidak lagi semata-mata berpijak pada perlindungan sebagai anggota
keluarga berdasarkan keabsahan nikah, tetapi juga membuka ruang bagi
perlindungan administratif sebagai warga negara. Upaya tersebut mulai tampak
dengan lahirnya beberapa regulasi administrasi kependudukan yang baru,
melalui Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengatur formulir dan buku
yang digunakan dalam administrasi kependudukan.” Kemendagri menghadirkan
kebijakan baru yang memungkinkan pasangan yang telah menikah namun belum
memiliki pencatatan resmi tetap dapat diterbitkan Kartu Keluarga. Penerbitan
tersebut dilakukan dengan mencantumkan status “Kawin Belum Tercatat” yang
didasarkan pada penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTIM).!?

8 Iwan Kustiawan dkk., “Tinjauan Sosiologis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat
dalam Kartu Keluarga”, Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 5, No. 2, 2020.

° Dinda Devinda, Nurul Asiya Nadhifah, dan M. Zainul Arifin, “Implikasi Kebijakan
Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Al-Mustla: Jurnal llmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan 6, no. 2 (2024), him. 535.

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang
Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.



Penegasan mengenai kebijakan ini disampaikan secara eksplisit oleh
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Ia
menyampaikan bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdata dalam Kartu
Keluarga (KK), termasuk bagi mereka yang menikah secara siri. Menurutnya,
Kementerian Dalam Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan,
tetapi hanya mencatat bahwa telah terjadi sebuah perkawinan, dengan
mencantumkan status “kawin belum tercatat” dalam Kartu Keluarga.
Pencantuman status ini dapat dilakukan apabila pasangan mengisi Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran
status sebagai suami istri dan dilengkapi dua orang saksi. Pernyataan tersebut
menegaskan posisi negara yang ingin hadir secara administratif untuk
melindungi hak anak dan istri tanpa bermaksud mengintervensi hukum agama.'!

Meskipun memiliki tujuan tertib administrasi, lahirnya kebijakan ini tetap
memantik diskursus dan perdebatan panjang di kalangan akademisi maupun
praktisi hukum. Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan ini merupakan bentuk
perlindungan hak asasi warga negara yang tidak boleh kehilangan hak
administratifnya hanya karena kekurangan syarat formal pencatatan.'? Namun
sebagian pihak lainnya mengkritik bahwa regulasi ini berpotensi melegitimasi

praktik pernikahan tidak tercatat, mengaburkan prinsip legalitas pernikahan

"' Zudan Arif Fakrulloh, “Status Kawin Belum Tercatat di Kartu Keluarga untuk
Melindungi Anak dan Istri,” Kumparan.com, 4 November 2021, diakses pada 15 Juni 2025,
https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-
keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri- 1 xwmrI5BPOk/full.

2 Ibid.,



https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full
https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/full

dalam hukum positif Indonesia, serta dapat menimbulkan disharmoni antara
hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam.'?

Kebijakan ini pada akhirnya menciptakan sebuah irisan dan potensi
konflik kewenangan antara dua institusi utama: Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil (Dukcapil) sebagai lembaga penerbit administrasi
kependudukan di bawah Kemendagri, dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai
lembaga pencatat perkawinan Islam di bawah Kemenag. Dukcapil menerima
SPTJM untuk menerbitkan Kartu Keluarga, sementara KUA tetap berpegang
pada prinsip pencatatan resmi sesuai Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan
pendekatan inilah yang menempatkan para pegawai KUA di posisi dilematis dan
berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara mereka.

Berdasarkan realitas tersebut, kajian mengenai dinamika pemahaman para
pegawai pencatat nikah terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan
perkawinan tidak tercatat menjadi sangat penting untuk dilakukan. Mengingat
KUA merupakan garda terdepan layanan pencatatan pernikahan di Indonesia,
pemahaman mereka akan secara langsung mempengaruhi bagaimana kebijakan
ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini
penting untuk menilai sejauh mana kebijakan Permendagri No. 109 Tahun 2019
selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan asas sinkronisasi

hukum dalam sistem perundang-undangan nasional.

13 “K ontroversi Istilah Kawin Belum Tercatat,” Kalsel. kemenag.go.id, 20 Desember 2021,
diakses pada 15 Juni 2025, https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belu.



https://kalsel.kemenag.go.id/opini/736/Kontroversi-Istilah-Kawin-Belu

Untuk menggali dinamika pemahaman tersebut secara mendalam,
penelitian ini mengambil studi kasus di Kabupaten Sleman. Wilayah ini dipilih
secara strategis karena memiliki konteks sosial yang unik; wilayah ini ditandai
dengan tingkat literasi hukum yang relatif tinggi, kehadiran institusi pendidikan
tinggi yang signifikan, serta perpaduan antara nilai-nilai tradisional Jawa dan
modernitas urban.'* Konteks ini menjadikan Sleman sebagai lokus yang ideal
untuk melihat bagaimana para birokrat keagamaan menafsirkan dan
mengimplementasikan kebijakan yang berpotensi menimbulkan disharmoni
hukum antara regulasi administrasi kependudukan dan hukum keluarga Islam.
Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian
sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aspek normatif atau implementatif
tanpa menelaah secara mendalam pemahaman para pelaksana kebijakan di
tingkat akar rumput.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana para pegawai pencatat nikah memandang dan menyikapi
Permendagri No. 109 Tahun 2019 yang mengamanatkan penerbitan Kartu
Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat?

2. Apa rujukan hukum para pegawai pencatat nikah dalam memandang

penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat?

1 Indeks Pembangunan Manusia 2023, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
(Badan Pusat Statistik) (Jakarta Pusat, 2024), hIm. 160.



3. Bagaimana relevansi pandangan pegawai pencatat nikah terhadap konsep
pemisahan hak sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan serta memetakan bagaimana para pegawai
Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sleman memandang kebijakan
penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan dengan perkawinan yang
belum tercatat.

b. Untuk mengidentifikasi rujukan hukum yang digunakan para pegawai
pencatat nikah dalam memandang penerbitan Kartu Keluarga bagi
pasangan perkawinan tidak tercatat.

c. Untuk menganalisis korelasi antara pandangan tersebut dengan konsep
pemisahan hak sebagai warga negara dan hak sebagai anggota keluarga.

2. Kegunaan penelitian

a. Secara Teoretik, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan
gagasan baru sekaligus memperluas cakrawala keilmuan hukum keluarga,
terutama dalam memahami tata kelola pencatatan kependudukan yang
berhubungan dengan status perkawinan yang belum tercatat. Selain itu,
dapat juga menjadi referensi akademik dalam mengkaji hubungan antara
regulasi administrasi negara dan praktik hukum keluarga Islam di
Indonesia.

b. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

empiris mengenai pandangan pegawai pencatat nikah di KUA terhadap



pelaksanaan Permendagri No. 109 Tahun 2019, sehingga dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan
penyempurnaan kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan
perkawinan.
D. Telaah Pustaka
Telah banyak kajian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait isu
penerbitan dokumen kependudukan bagi pasangan perkawinan tidak tercatat.
Banyaknya penelitian ini didorong oleh problematika pro dan kontra yang
muncul di berbagai kalangan masyarakat hukum setelah kebijakan tersebut
diluncurkan. Dari berbagai penelitian yang ada, dapat diidentifikasi tiga
kelompok besar yang menonjol dalam diskursus ini: kajian yang berfokus
normatif, kajian yang berfokus pada implementasi, serta kajian dari perspektif
kemaslahatan dan Hukum Islam.

Kelompok kajian pertama menekankan analisisnya pada aspek normatif,
yakni, teks hukum, benturan antar peraturan, serta dampak yuridis yang
ditimbulkan. Tema yang paling dominan adalah adanya disharmoni regulasi dan
pertentangan dengan hukum perkawinan. Penelitian oleh Sastraseni Saphietry
dan Asep Ajidin'® di Kota Bukittinggi, menyimpulkan bahwa kebijakan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk perkawinan belum tercatat
tidak dapat dilaksanakan karena sangat bertentangan dengan Undang-Undang

Perkawinan No.l Tahun 1974. Pandangan serupa diungkapkan oleh Rofik

15 Sastraseni Saphietry dan Asep Ajidin, “Analisis Kebijakan Surat Peryataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga di Dinas Dukcapil Kota
Bukittinggi,” Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB), Vol. 2:1 (2023), hlm. 211-220.



Samsul Hidayat,'¢ yang berargumen bahwa SPTJM bukanlah solusi yang tepat
bagi pasangan tanpa Akta Nikah karena implikasi aturan tersebut bertentangan
dengan aturan lainnya. Kontradiksi ini dipertegas dalam tesis Rizki Welly
Srikandi yang dilakukan di Kabupaten Lebong Lebong yang menemukan bahwa
Permendagri tersebut dianggap tidak sejalan dengan regulasi perkawinan yang
sudah ada sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik.!”

Masih dalam lingkup normatif, penelitian lainnya berfokus pada dampak
dan konsekuensi hukum-sosial dari kebijakan tersebut. Terkait hal ini, Yenny
Febrianty dkk menekankan bahwa status “Tidak Tercatat” dapat menciptakan
ketidakpastian hukum, kendala dalam mendapatkan hak dan manfaat, serta
risiko hukum yang lebih besar dalam perceraian dan hak waris.'® Dampak ganda
juga disoroti oleh Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti di Kota Solok, di mana
dampak positifnya adalah kemudahan akses dokumen administrasi, namun
dampak negatifnya adalah masyarakat menjadi menyepelekan pencatatan

perkawinan dan menimbulkan kesulitan hukum bagi istri dan anak." Lebih jauh,

16 Rofik Samsul Hidayat,. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak)

dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” Jurnal Pendidikan Tambusai 6, no. 1 (2022), him.
2409-2415.

17 Rizki Welly Srikandi, “Implementasi Surat Edaran Mendagri No. 108 Tahun 2019

Tentang Pencatatan Perkawinan Di Bawah Tangan Di Dukcapil Kabupaten Lebong,” Tesis Insitut
Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.

¥ Yenny Febrianty dkk., “Existence of Registered/ Unregistered Marriage Clauses in

Family Cards From A Family Law Perspective,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian, Vol.
22:1 (2023).

19 Aulia Permata Syukri dan Sri Yunarti, “ Dampak Pelaksanaan Permendagri Nomor 109

Tahun 2019 Terhadap Nikah Siri Di Kota Solok Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jisrah: Jurnal
Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah), Vol. 4 No. 3, (2023), hm. 307-314.
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penelitian Nadya Pratiwi Daniela dkk di Banda Aceh menyimpulkan bahwa
Permendagri justru memfasilitasi terjadinya nikah siri di wilayah tersebut.?
Selanjutnya, kelompok kajian kedua menyoroti berbagai tantangan
implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian Agustinus Sutardi dkk di
Kabupaten Manggarai menemukan implementasi kebijakan belum berjalan
optimal karena kendala teknis, seperti masyarakat yang masih gagap teknologi
dan jaringan internet yang belum merata.?! Di Garut, Nurbudiwati dkk
mengidentifikasi faktor komunikasi sebagai kendala utama, di mana masih
banyak masyarakat yang belum mengetahui implementasi kebijakan ini
sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan.?> Sementara itu, penelitian Nofialdi dk
di Kabupaten Dharmasraya menemukan adanya kesalahpahaman di tengah
masyarakat, di mana banyak yang menganggap dengan terbitnya KK “Kawin
Belum Tercatat”, perkawinan mereka telah dianggap legal oleh negara.?

Adapun kelompok kajian ketiga menganalisis kebijakan dari perspektif

kemaslahatan (maslahah) dan hukum Islam. Kajian oleh Mas Abdullah Syarif

20 Nadya Pratiwi Daniela dkk., “Pemberian Kartu Keluarga untuk Nikah Siri di Kota Banda:
Perspektif Hukum Keluarga Islam.” El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 7, no. 1 (2024), hlm. 150—
164.

2I Agustinus Sutardi, Budiman Rusli, dan Rd Ahmad Buchari, “Implementasi Kebijakan
Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Manggarai,” Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora

dan Kebijakan Publik 5, no. 2 (2022), hlm. 89-101.

22 Nurbudiwati dkk., “Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang
Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut)”, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik. Vol. 13, No. 02, (2022), hlm. 66-
84.

23 Nofialdi dkk., “The Ambiguity Of Using The Statement Of Absolute Responsibility
Based On Minister Of Home Affairs Regulation Number 109 Of 2019: Study in Dharmasraya
Regency, West Sumatra Province, Indonesia”, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial
Kemasyarakatan, Vol. 23 No. 1, June (2023), hlm. 108-120.
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dkk membahas adanya perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh sudut
pandang dalam menentukan kemaslahatan. Pihak yang setuju (pro) memandang
kebijakan tersebut mengandung maslahah hajiyah karena merupakan upaya
pemerintah untuk kebaikan warganya tanpa menyalahi hukum agama. **
Pandangan ini didukung oleh penelitian Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati
di Kota Banjarbaru yang menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut dipandang
berfungsi sebagai langkah sementara yang dapat menjadi opsi penyelesaian, dan
dinilai konsisten dengan tujuan-tujuan pokok syariat.’

Dari pemetaan tiga kelompok kajian di atas, terlihat bahwa sebagian besar
penelitian terdahulu cenderung menelaah permasalahan dari sisi teks hukum
(normatif) atau tantangan teknis (implementatif). Penelitian ini memiliki
kebaruan karena akan berfokus secara khusus pada dinamika pemahaman
pegawai KUA terhadap implementasi Permendagri No. 109 Tahun 2019.
Penelitian ini lebih menyoroti aspek praktis pemahaman, interpretasi, dan
penerapan aturan oleh aparat pelaksana pencatatan nikah di KUA yang berada
pada posisi strategis antara norma agama dan norma administrasi negara.
menganalisis sejauh mana pandangan mereka berkorelasi dengan konsep
pemisahan antara hak administratif sebagai warga negara (citizenship rights) dan

hak keperdataan sebagai anggota keluarga (family rights). Dengan demikian,

24 Mas Abdullah Syarif dkk., “Problematika Pencantuman Status Perkawinan yang Belum
Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah”, SAKINA: Journal Of Familly Studies. Volume
7 Issue 4 (2023), hlm. 548-559.

25 Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati, “Analisis Mashlahat Terhadap Kebijakan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Permendagri No.109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan
Kartu Keluarga Bagi Perkawinan Tidak Tercatat Dikota Banjarbaru ”, Indonesian Journal of Islamic
Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor 1 (2025), hlm. 762-773.
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penelitian ini tidak hanya mengkaji problem normatif, tetapi juga
menggambarkan bagaimana peraturan tersebut dipahami dan diterapkan dalam
praktik sehari-hari di KUA sebagai garda terdepan pencatatan pernikahan, serta
sejauh mana pemahaman tersebut mempengaruhi sinkronisasi regulasi dan
ketahanan hukum keluarga di tingkat akar rumput.
E. Kerangka Teoretik
Untuk menganalisis dinamika pemahaman pegawai KUA dalam memaknai
kebijakan penerbitan Kartu Keluarga untuk pasangan yang belum memiliki
pencatatan perkawinan, kajian ini menggunakan tiga kerangka teori yang saling
melengkapi. Ketiga teori ini berdiri pada tiga level pendekatan: level
kelembagaan melalui Teori Birokrasi Hukum dan Good Governance, level
normatif melalui Teori Sinkronisasi Hukum, dan level filosofis melalui Teori
Tujuan Hukum (Maslahah).
1. Teori Birokrasi Hukum dan Prinsip Good Governance
Birokrasi hukum merupakan teori yang menitikberatkan pada bagaimana
sistem hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga administratif yang memiliki
kewenangan formal. Max Weber menjelaskan bahwa birokrasi adalah sistem
organisasi yang didasarkan pada prinsip hierarki kewenangan, aturan tertulis,
profesionalisme jabatan, dan pembagian tugas yang jelas. 2® Dalam
pandangan Weber, birokrasi adalah bentuk rasionalisasi kekuasaan modern,

di mana otoritas legal menjadi dasar legitimasi tindakan administratif. Dalam

26 Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, ed. Guenther
Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 956.
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konteks birokrasi hukum, penegakan hukum bukan hanya terletak pada
pembentukan aturan, tetapi juga bagaimana lembaga lembaga administratif
memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan norma hukum secara
prosedural.?’

Dalam konteks hukum, birokrasi menjadi jembatan antara norma
hukum dan praktik pelaksanaan hukum. Menurut pemikiran Satjipto
Rahardjo, konsep birokrasi dalam penegakan hukum dipahami sebagai sarana
yang membuat tata aturan mampu berfungsi dalam kehidupan sosial.?®
Baginya, aturan perundangan berperan sebagai perangkat normatif yang tidak
cukup dipahami sebatas rumusan formal dalam peraturan, tetapi. juga harus
dilihat dalam konteks bagaimana ia dijalankan dalam realitas masyarakat.

Dalam konteks administrasi pemerintahan di Indonesia, birokrasi
hukum mencakup lembaga-lembaga pelaksana yang memiliki kewenangan
administratif di bidang hukum publik, termasuk KUA di bawah Kementerian
Agama dan Dukcapil di bawah Kementerian Dalam Negeri. Keduanya
berperan sebagai pelaksana hukum administrasi yang memiliki mandat
berbeda, namun saling berkaitan dalam penyelenggaraan pencatatan
perkawinan dan administrasi kependudukan. Efektivitas birokrasi hukum
sangat ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan serta koordinasi
antar lembaga tersebut. Potensi konflik kewenangan dapat muncul apabila

terjadi tumpang tindih fungsi antar lembaga administratif, tetapi dalam

¥ Ibid., hlm. 958-960.

28 Satjipto Rahardjo, /Imu Hukum, Cetakan ke-8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017),
hlm. 118.
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praktik sering kali hal itu bersumber dari perbedaan interpretasi birokrasi
terhadap batas kewenangan masing-masing.?

Gagasan Satjipto Rahardjo mengenai birokrasi yang responsif dan
peka terhadap nilai kemanusiaan inilah yang menjadi jembatan penghubung
menuju paradigma administrasi publik modern, yaitu Good Governance.
Berbeda dengan birokrasi Weberian yang kaku dan berorientasi pada aturan
(rule-oriented), prinsip good governance menggeser fokus birokrasi menjadi
berorientasi pada pelayanan publik (public service) yang menjunjung
akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan perlakuan yang adil kepada warga
negara.’® Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa birokrasi tidak
sekadar menjalankan aturan, tetapi juga memberikan pelayanan publik secara
responsif dan non-diskriminatif.

Sedarmayanti menjelaskan bahwa good governance mencakup unsur
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, efektivitas,
efisiensi, akuntabilitas, serta keadilan.’! Ia menegaskan bahwa penyelenggara
negara harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dalam konteks pelayanan administrasi, hal ini berarti bahwa aparat harus
memberikan akses yang sama kepada setiap warga, termasuk dalam

pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan. Senada dengan itu, Lembaga

2 Jimly Asshiddiqie, Hukum Administrasi dan Good Governance (Jakarta: FH UII Press,
2018), him. 42-44.

30 Bintoro Tjokroamidjojo, Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah, (Jakarta:
UI Press, 2012), hlm. 18.

31 Sedarmayanti, Good Governance: Kepemerintahan yang Baik, (Bandung: Mandar Maju,
2012), hlm. 45-52.
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Administrasi Negara (LAN) menegaskan bahwa penyelenggara birokrasi
harus memastikan keterbukaan informasi, kepastian prosedur, akuntabilitas
kinerja, serta perlindungan hak administratif warga negara (citizenship
rights).>?

Dalam penelitian ini, teori Birokrasi Hukum perspektif Satjipto
Rahardjo dan prinsip Good Governance akan digunakan secara spesifik untuk
menganalisis Rumusan Masalah Pertama. Secara lebih spesifik, birokrasi
yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada konteks pengaturan
administratif yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Fokus utamanya adalah bagaimana negara mengatur warganya agar tetap
berada dalam koridor hukum (tidak keluar dari rel) sekaligus memastikan
mereka mendapatkan hak-hak sipilnya secara penuh. Teori ini berfungsi
sebagai pisau analisis untuk membedah tipologi pandangan pegawai KUA,
apakah mereka cenderung bersikap rule-bound (kaku pada teks aturan) atau
service-oriented (mengutamakan pelayanan publik) dalam merespons
kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri.

2. Teori Sinkronisasi Hukum
Sinkronisasi hukum merupakan upaya menyesuaikan serta mengoordinasikan
berbagai aturan dalam sistem perundang-undangan agar tidak terjadi
pertentangan atau ketidaksesuaian baik secara hierarkis maupun substantif.

Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang harmonis, konsisten, dan

32 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Good
Governance, (Jakarta: LAN RI, 2013), him. 7-14.
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dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Soerjono
Soekanto menjelaskan bahwa sinkronisasi hukum merupakan bagian dari
upaya membangun keterpaduan sistem hukum, agar tidak terjadi perbedaan
arah antara norma yang satu dengan norma lainnya.** Sinkronisasi dilakukan
baik terhadap peraturan yang berbeda hierarki maupun yang sejajar, guna
mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam pengaturan hukum. Upaya ini
penting untuk menjamin bahwa setiap peraturan saling melengkapi dan tidak
saling menegasikan, sehingga harmonisasi sistem hukum nasional dapat
terwujud serta konsisten dengan landasan filosofis dan prinsip regulatif yang
diatur dalam hukum Indonesia.>*

Jimly Asshiddigie menegaskan bahwa sinkronisasi hukum memiliki
dua dimensi utama: vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal berkaitan
dengan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berbeda
tingkat hierarkinya, sedangkan sinkronisasi horizontal menyangkut
keselarasan antar peraturan yang sejajar dalam hierarki yang sama. 3’
Sinkronisasi vertikal memastikan bahwa aturan yang kedudukannya lebih
rendah tidak berseberangan dengan ketentuan yang berada di atasnya,

sementara sinkronisasi horizontal menjamin konsistensi pengaturan dalam

33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), him. 15-16.

34 Firman Freaddy Busroh dkk., “Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi Dan
Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum”, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 3,
(2023). Him. 705.

35 Jimly Asshiddiqie, Hukum Administrasi dan Good Governance. hlm. 52-53.
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bidang hukum yang sama, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi
generali®

Dalam perspektif hukum administrasi, sinkronisasi hukum memegang
peranan penting untuk menjamin kepastian hukum (rechtssicherheit) dan
efektivitas pemerintahan. ¥’ Sinkronisasi tidak hanya berfungsi untuk
menghindari tumpang tindih norma, tetapi juga untuk memastikan koordinasi
antar lembaga pelaksana hukum berjalan dengan baik. Dalam konteks hukum
administrasi Indonesia, sinkronisasi hukum membantu menata hubungan
antara kementerian atau lembaga yang berbeda kewenangan, sehingga
pelaksanaan kebijakan publik tidak menimbulkan konflik kelembagaan.

Dalam konteks penelitian ini, teori sinkronisasi hukum dengan
pendekatan Jimly Asshiddigie digunakan secara spesifik untuk menjawab
Rumusan Masalah Kedua. Fokus utamanya adalah membedah hubungan
antara Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
Permendagri, guna menilai sejauh mana ketiga regulasi tersebut selaras dalam
praktik atau justru menimbulkan disharmoni. Secara operasional, teori ini
diterapkan untuk menguji konstruksi argumen pegawai KUA; apakah mereka
memandang regulasi administrasi kependudukan sebagai aturan yang sinkron
(saling melengkapi antar domain) atau justru bertabrakan dengan prinsip-
prinsip hukum perkawinan nasional.

3. Teori Tujuan Hukum (Maslahah)

36 Ibid., hlm. 54.

37 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2019), hlm. 58-60.
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Pada hakikatnya, hukum diciptakan bukan sekadar sebagai kumpulan aturan
yang kaku, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan
ideal bermasyarakat. Penegakan hukum senantiasa diarahkan untuk mencapai
keseimbangan antara tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, nilai keadilan,
serta asas kemanfaatan. Ketiga aspek ini menjadi parameter utama untuk
mengukur apakah sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan
benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan dan kesejahteraan bagi
masyarakat.>

Dalam perspektif hukum Islam, ketiga tujuan ideal tersebut terangkum
secara komprehensif dalam konsep Magasid al-Syari‘ah. Konsep
kemaslahatan (al-maslahah) menjadi kerangka filosofis penting dalam
memahami arah implementasi hukum, termasuk dalam administrasi
kependudukan. Imam Al-Ghazali, sebagai tokoh besar dalam disiplin usul
fikih, menyusun teori kemaslahatan secara utuh dalam karyanya A/-Mustasfa,
di mana Al-Ghazali mendefinisikan maslahah sebagai segala sesuatu yang
mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat.* Menurut Al-Ghazali,
maslahat tidak dimaknai sekadar manfaat praktis, tetapi sebagai kebaikan
hakiki yang sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menjaga keberlangsungan

hidup manusia baik pada tataran individu, keluarga, maupun masyarakat.

38 Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam
Sistem Peradilan Pidana Indonesia) (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 27.

39 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Figh Islami (terj. Team Litbang al-Mahira) (Jakarta: Gema
Insani, 2011), jilid 2, hlm. 907.
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Karena itu, maslahat menjadi kompas utama dalam menilai apakah suatu
kebijakan, tindakan, atau putusan benar-benar memenuhi tujuan hukum.

Secara istilah syar’i, maslahah dibatasi hanya pada hal-hal yang
sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga lima perkara pokok, agama,
jiwa, akal, keturunan, dan harta.*’ Berdasarkan ruang lingkup penerapannya,
maslahah terbagi menjadi dua, yaitu maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum)
dan maslahah khassah (kemaslahatan khusus). Maslahah ‘ammah berkaitan
dengan kepentingan masyarakat luas, seperti ketertiban sosial, perlindungan
hukum, dan keadilan publik. Sedangkan maslahah khassah berhubungan
dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu, seperti perlindungan
terhadap hak keluarga atau pihak tertentu yang dirugikan.*!' Selain itu,
berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, maslahah juga dibagi menjadi tiga
tingkatan. Pertama, maslahah dariiriyyah, yaitu kemaslahatan pokok di dunia
dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Kedua, maslahah hajiyyah,
yakni kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan
pokok. Ketiga, maslahah tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya
pelengkap. #?

Dalam konteks penelitian ini, teori tujuan hukum berbasis maslahah
digunakan sebagai landasan analisis untuk menjawab rumusan masalah

ketiga. Teori ini berfungsi membedah relevansi pandangan pegawai pencatat

40 Ibid., hlm. 908.

4! Devid Frastiawan Amir Sup, “Konsep Dasar Maslahah di dalam Islam: Dari Hifz al-Din
Hingga Hifz al-Mal,” SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law, 2nd International Conference on
Islamic Economic Law (ICIEL) 2023, Vol. 2 (2024). hlm 55.

42 Wahbah al-Zuhaili, Ushul Figh Islami, jilid 2, hlm. 911.
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nikah terkait pemisahan hak warga negara dan hak anggota keluarga. Dengan
menggunakan indikator maslahah Al-Ghazali, analisis difokuskan untuk
menimbang bobot kebijakan tersebut, apakah penerbitan Kartu Keluarga bagi
pasangan nikah siri lebih dominan mendatangkan maslahah, terutama dalam
aspek hifz al-nasl (hak nasab/identitas anak) dan hifz al-nafs (hak layanan
kesehatan/hidup) atau justru membuka peluang kerusakan (mafsadah) berupa
degradasi sakralitas pernikahan dan ketidakpatuhan hukum. Dengan teori ini,
pandangan pegawai KUA akan dipetakan, apakah mereka lebih berorientasi
pada kemaslahatan substansial bagi anak atau pada formalitas prosedur
semata.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian lapangan (field research)
menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan studi lapangan adalah
mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya di lapangan.** Fokusnya
adalah menelusuri secara mendalam dinamika pemahaman pegawai KUA
terhadap kebijakan penerbitan dokumen KK bagi pasangan yang belum
memiliki bukti pencatatan pernikahan. penelitian ini melakukan wawancara
untuk membedah sikap, persepsi, dan respons perilaku para informan, yang
dilakukan secara langsung di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kabupaten Sleman.

4 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2015), hlm. 5.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang diarahkan untuk menyajikan
penjelasan rinci dan terstruktur tentang objek penelitian. ** Pendekatan
deskriptif digunakan untuk memaparkan secara sistematis mengenai
pandangan dan sikap pegawai pencatat nikah di Kabupaten Sleman terhadap
kebijakan Kemendagri tersebut. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan
untuk membedah dan menginterpretasikan temuan tersebut menggunakan
kerangka teori yang telah ditetapkan, yaitu Teori Birokrasi Hukum, Teori
Sinkronisasi Hukum, dan Tujuan Hukum, untuk menjawab rumusan masalah
secara mendalam.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini
difungsikan tidak sekadar memandang hukum sebagai teks yang berdiri
sendiri, melainkan mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dan
berinteraksi secara riil dalam dinamika sosial masyarakat.** Pada Pendekatan
yuridis digunakan untuk menelaah dasar-dasar hukum mengenai pencatatan
perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan serta
Permendagri, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk memotret
realitas pemahaman dan respons Pegawai KUA Kabupaten Sleman terhadap

kebijakan tersebut.

4 Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metode Penelitian Hukum Islam (Jakarta:
Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

45 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Ppustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.
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4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer
Data ini merujuk pada informasi orisinal yang digali langsung dari subjek
penelitian di lapangan (field), baik melalui mekanisme wawancara
mendalam maupun observasi empiris terhadap objek yang dikaji. 4
Dalam konteks riset ini, data utama bersumber dari para pegawai
pencatat nikah di KUA Kabupaten Sleman yang memiliki kewenangan
serta pengalaman langsung terkait isu yang dikaji. Adapun KUA yang
dijadika sampling dalam penelitian ini yaitu, KUA di Kecamatan Depok,
Gamping, Sleman, Kalasan, Turi dan Cangkringan.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder berfungsi sebagai fondasi teoretis dan penunjang data
utama, yang bersumber dari penelusuran studi kepustakaan maupun
dokumen-dokumen resmi.*’ Dalam riset ini, data sekunder meliputi
sumber-sumber hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, seperti
UUD 1945, UU Perkawinan, KHI, serta Permendagri; ditambah rujukan
hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan; serta
bahan hukum tersier berupa kamus maupun ensiklopedia yang

membantu menjelaskan materi hukum lainnya.

46 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 2014), hlm. 12.

47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011), him. 181.
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5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama

yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara, metode wawancara yang diterapkan dalam studi ini berupa
wawancara semi-terstruktur (semi-structured interview) yang mengacu
pada pedoman wawancara namun tetap fleksibel. ** Wawancara
dilakukan langsung dengan para Narasumber, yaitu Kepala KUA dan
Penghulu di enam KUA sampel di Kabupaten Sleman, guna menggali
aspirasi, pemahaman, dan argumentasi hukum mereka terkait kebijakan
penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan tidak tercatat.

b. Dokumentasi, Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara mempelajari catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik
berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. ¥ Dalam
penelitian ini, Data yang dikumpulkan meliputi regulasi terkait (UU
Perkawinan, KHI, Permendagri No. 109 Tahun 2019), statistik peristiwa
nikah, serta profil kelembagaan KUA di Kabupaten Sleman sebagai data
pendukung.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-

analitik. Proses pengolahan datanya menggunakan pola penalaran induktif,

yaitu mengkaji temuan-temuan yang muncul dari fenomena khusus untuk

48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2016), hlm. 233.

49 Ibid., him. 240.
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kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.>® Dalam konteks
ini, data spesifik dari hasil wawancara dengan pegawai pencatat nikah diolah
untuk menghasilkan kesimpulan mengenai dinamika pemahaman mereka.
Adapun proses analisis datanya mengacu pada model interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi tiga langkah utama, yaitu:!

Pertama, reduksi data (data reduction), dilakukan dengan memilah
dan menyederhanakan data wawancara untuk memisahkan informasi yang
relevan dengan persepsi kebijakan KK. Kedua, penyajian data (data display),
di mana data yang telah direduksi disusun menjadi narasi sistematis untuk
memetakan tipologi pandangan (pro-kontra) serta argumentasi hukum
pegawai KUA. Ketiga, penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yaitu
memverifikasi temuan lapangan menggunakan pisau analisis Teori Birokrasi
Hukum, Sinkronisasi Hukum, dan Maslahah guna menjawab rumusan
masalah mengenai dinamika pemahaman pegawai pencatat nikah.

G. Sistematika Pembahasan
Tesis ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dimana setiap bab memuat
pembahasan sub-bab yang relevan dengan pokok penelitian. Secara rinci,
sistematika pembahasan dalam tesis ini akan dipaparkan di bawah ini
Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang
masalah tentang mengapa penelitian ini penting untuk dikaji, serta tujuan dan

kegunaan dilakukannya penelitian ini. Selain paparan tersebut, bab ini juga

50 Ibid., hlm. 245.

I Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook (Arizona: Sage Publications, 2014), hlm. 31-33.
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menjelaskan tentang literatur-literatur yang telah ditelaah, kemudian teori yang
akan digunakan serta cara penelitian ini dilakukan, bab ini juga memuat
sistematika penulisan atau pembahasan. Bab ini menjadi pondasi awal yang
memberikan gambaran menyeluruh mengenai urgensi, ruang lingkup, serta arah
penelitian yang dilakukan.

Bab II membahas mengenai regulasi yang berhubungan dengan fokus
kajian ini, yaitu pencatatan perkawinan dan administrasi kependudukan. Dalam
bab ini dibahas secara mendalam konsep pencatatan perkawinan dalam sistem
hukum Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, urgensi pencatatan, akibat
hukum perkawinan tidak tercatat, tata cara, dan lembaga pencatat nikah, hingga
mengupas substansi status “Kawin Belum Tercatat” yang termuat di dalam
ketentuan Permendagri, yang mencakup latar belakang dikeluarkannya
kebijakan serta mekanisme penerbitan Kartu Keluarga menggunakan SPTJM.

Bab III memaparkan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten
Sleman yang merupakan lokus penelitian, bab ini juga memaparkan tentang
data-data statistik perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pada bab ini disajikan
juga pandangan-pandangan pegawai pencatat nikah terkait h<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>